ABSTRAK

Perbedaan yang substansial antara pendapat mayoritas ahli figih dengan Undang-
Undang nomor 1 tahun 1974 ketika melihat konsepsi poligami sebagai suatu asas yang berupa
penilaian kondisional. Kesamaan dan perbedaan diantara keduanya dilatarbelakangi oleh dasr
hukum yang dipakai oleh masing-masing berdasarkan tujuan perkawinan itu sendiri. Rumusan
masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan poligami menurut ahli figh dan UU
No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, bagaimana persamaan dan perbedaan antara keduanya
tentang pelaksanaan poligami serta mengapa terjadi persamaan dan perbedaan diantara
keduanya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan poligami
menurut ahli figh dan UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan, mengetahui persamaan dan
perbedaan antara keduanya tentang pelaksanaan poligami serta mengetahui terjadinya
persamaan dan perbedaan diantara keduanya.

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Sedangkan analisa
datanya menggunakan metode deskriptif komparatif analitik. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa pertama, menurut ahli figih dan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, kedua-
duanya sama-sama membolehkan poligami dengan mempersulit pelaksanaannya. Kedua,
keduanya sama-sama berpendapat bahwa suami harus bias berbuat adil, dan mampu memberi
nafkah kepada istri dan anak-anak, alasan keduanya membolehkan karena istri tidak
memperoleh  keturunan, istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri. Ketiga,
perbedaan antara keduanya meliputi ;

1. Ahli figh menganut asas poligami bersyarat sedangkan UU No.1 tahun 1974 menganut
asas poligami terbuka.

2. Syarat poligami menurut UU No. 1 tahun 1974 harus ada ijin dari pengadilan, apabila
dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hukum dan agama yang
bersangkutan mengizinkan poligami. Sedangkan bagi ahli figh persyaratan tersebut
tidak dicantumkan secara langsung.

Ketiga, bahwa persamaan dan perbedaan itu terjadi karena aturan ahli figh dibuat oleh para
mujtahid berdasarkan acuan nash, diperuntukkan oleh pemeluk Islam yang pembuatannya
dipengaruhi kondisi kultur, social dan waktu. Sedangkan UU no.l tahun 1974 berlaku bagi
seluruh warga Negara Indonesia yang diupayakan tidak bertentangan dengan agama-agama
yang ada.
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